O Peraturan Menten Datam Negeri Nomor #H)} Tahun 2015
tentang Pembemtukan Produk lkkcum Daerah (Berita Negara
Repubkk Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036) sebagaimana
telah ditbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan alas Peraiuran Menleri
Dalam Negperi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pembenitukan
Produk Hukum Dacrah {Benta Negara Republik indonesia

Talhun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomeor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahian atas Peratui . Menten Agama Nomor 13 Tahun
20318 tentang Penyelenggaraan [badah Haj Reguler;

Denpgan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dari
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN

Mcnetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BlAYA TRANSPORTASR]
JEMAAH HAJ

BAD ¢
KETENTUAN LUMUM

Pasal |

(alarn Peraturan Daerah i yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupatcn Bombana.

2 Pemenntahan Daeralhh adalah Bupan sebagai unsur
penyelenggara  Pemernatahan Daerah yang menumpin
pelaksanaan wusan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3 Dewan Perwalalan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana
yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bombara
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih
secara langsung oleh masvarakat pada Pemilihan Unium,

4. Anggaran Pendapatan dan Belang Daerah yang
zelanjuinya disingkat APBD adalah Rencana Keuvangan
Tahunan Daer:ah yang diteltapkan dengan Pt:rda.(



10.

(1)

(2

(1}

(2)

Biaya Transpartasi Lokal adalah baya penganghutan
Jemmaah Hej dari daerah asal ke Embarkasi dan dan
Debarkasi ke Daerah asal dengan segala biaya komponeén
penunang lainnya.

Pelaksanaan Transpnrtasi  adalah para  Pihak  yang
bertanggungiawab  terhadap  pelayanan  Transportasi
Jemasah Hajl.

Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Bomba na.

Jemaah Haj adalsh Warga  Negara  ndonesis asal
Kabupaten HBombana yang telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan lhadah Haji sesual dengan persyaratan yang
telah ditentukan,

Embarkas: adalah tempal pemberangkalan begi Jemaah
Calon Haji ke Arab 3audi.

Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bag .Jemaah
Huji scttlah kemball dari Aral Saudi untuk ruelanjutkan

perjalanan ke daerah asal

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
memberikan  landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam menetapkan biaya transporiasi lokal bag jemaah
calon haji.

Biaya transportasi lokal bagi jermmaah calon haji ditetapkan
denigen  tujuan untuk meningkatkan pelayanan  dan
kenyamanan bagi jemash haj agar dalam pelaksanaan

lbadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar,

BAB 1
PELAY ANAN TRANSPORT ASI

Pasal 3
Pemerintah  Dagrah  hertanggung  jawab  terhadap
pengaturan polayanan transportas Jemaah Calon Haj
Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah:
a penetapan biaya transportasi; dan
b, penctapan pelaksanaan untuk pelayanan transportasi i



haji

(3 Pelayanan transportasi Jemaah Calon Haj dilaksanakan
cleh Pemenntzh Daerah melalui Sekretanal Daerah pada
Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat

(4} Pelayanan Transportasi .Jemaah Haj  stbagsumana
dimaksud patda ayat (1) menyampaksn  laporan
portanggungiawaban  penyelenggarasan  Jemaah  Haj
kepada Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan setelah
pemulangan selaruh Jemaah Hajl.

(o Penetapan pelaksanaan transportas; sebagaimana
dimaksud pada aval 20 hurof b, diatur dengan Peraturan

Bupat:.
BAB I

BIAYA TRANSPORTAS] JEMAAH HAJI
Pasal 4

(1} Biaya transportas) Jemaah Haj dibebankan pada AFBD
Kabupaten Bombana.

[2) Biawa transportasi Jemaah Haj scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

& angkutan Jemaah Haj;
b angkuran Barang dan
. kempaonen pendukung lamnya.

(3} Komponen pendukong fainnya sebagaimana dimaksud
padza ayat {2) huruf ¢ melipuni
a petugas pengamanan dan pengawalan diperjalanan;

b akomodasi dan konsusnsi Jemaazh Hajl, dan
¢. psnifia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah
Ha ji.

(4) Ketentuian iebih lanjit mengenai tata cara pembayaran
dan rincian penggunaan serta pertanggungiawaban biaya
transportasi Hajl sebagaimana dimaksud pada asal (2)
diatur dengan Peraturan Bupab

Pasal &
(1} Untuk kelancaran penyelenggaraasn Jemaah Haj, maka
Bupati membentuk panitia penyelenggsra pelayanan
rranspottast Jemaah Haj sebagaimana dimaksud da]am/




(2

(3}

(1}

()

(1)

2

()

Pasal 3 ayat (2] huruf b

Panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haj
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk pahng
lambat 3 [Tiga} bulan sebelum pemberangkatan Jemaah
Haj

Ketentuan lebih laniut mengenal pembentukan panitia
achagaimana dimaisud pada ayat (2] ditctapkan dengan
Kepunisan Bupati.

BAEIV
PELAKSANA TRANSPORTASI
Pasal &
Penelapan pelaksana transportasi dituangkan dalam
EEIjanjan yang memuat:
a hak dan kewajiban para pihak;
b spesifikas! alat angkutan darat,
c. kapasitas penumpang;
d. biaya anglkut, dan
e jJangka waktu,
Parm pihak yang bertindak dalam perjanjian scbagaimana
dimaksud pada ayar (1) adalah Pemerintah Daeran dan

penyedia transportasi

BABV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7

Bieya transportasi Jamaah Hay dibebankan pada APBD
dengan  mempertimbangkan  kemampuan  keuangan
daeral.

Resaran dan rincian aya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan mengenai biaya transpotasi Jamaah Haj
beserta besaran dan rincian bmya sebagaimana dimaksnod

pada ayat (1} dan ayat (2) diamr dalam Peraturan Bupati



BAB V1
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 8

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 3 (nga) bulan terhitung sejak Peraturan Daecah

ini dinndanpkan

Peznl G

Peraturan [raerah uwuw  mulai  berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuins sa, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penernpatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

- = | Ditetapkan di Rumbiz
pada tanggal, 5 JUli 2021

"

BUPATI B0

TAFDIL

Dundangkan di Rumbia
pada tanggal, § Jut 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPA

WL

MAN ARF,

N BOMBANA,

LEW N DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .}

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWES]
TE NGGARA: ;1;53;2021},{




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I UMUM

lbadah Hap merupakan Rukun I[slam wyang kelima yang wajib
dilaksanakan bagi setiap umat [slam yang mampu menunaikan atau yang
memenuhi syarat Istitaah, bak secara finans:ial, fisik maupun mental. [hadzh
Haj yang memilila sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lan dalam Islam,
karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal den melibatkan berbagai
instansi dan lembaga Pemerintah, mulai dan Pemerintah Dacerah, Pemerintah
Pusat, sampal pemerintaban Negara hin [Arab Saudiy. Disampmng il
pelaksanaan Ibadah Hajy juga berkaitan dengan bimbingan [Ibadah,
transportasi, keschatan, akomodasi, kcamapan maupun administrasi
keimigrasian, Karena v dalhm Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan I[badah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan
Ibadah Haji merupakan tugas Nasicnal, artinya bukan hanya tugas Pemerintah
Pusat tetapi juga merupakan tugas Pemerintakh Daerah. Hal ini seperti
ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haj. Salah satu tugas penyelenggaraan Ibadah Haji
yvang diserahkan kepada Daerah adalah mengenai pengaturan transpertasi
lokalfdarat Jemaah Haj, yaitu transportasi dari daerah asal ke Embarkasi
dan dari Embarkasi kembali ke Daerah asal. Biaya Transportasi lokal Jemaah
Haji vang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daetrah.

Dalam Peraturan Daerah ini dikernukakan, bahwa maksud dan tujuan
penyediaan ransportasi Jomaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran,
ketertiban, kemudahan, kenyvamanan, keamanan dan kepastian perjalanan
Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi k& daer

asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar {ransporiasi Jemnaah Haj
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dopat terlaksane dengan baik, maka Bupati menunjuk Instansi pelaksana
yang bertanggungiawab di Bidang Penyelenggarasn I[baduh  Huji  umtuk
mengkoordinasikan pelaksanaan Jemash Haj dengan pihak terkait. Selain
mengenal transpottas), Bupati juga dapat membentuk Panitia Penyelenggara
lbadah Haji dan petupas Hajl Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana,

I PASAL DEMI PASAL
Pirsd |

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup .Jelas.
Pusal 3
Awvat (1)

Cukup jelas
Avet (2)

Cukup jelas
Aval (3)

Cukup jelas
Avat (4]

Cukup jelas
Aval {5)

Cukup jelas
FPasal 4

Cukup jelas
Pusal 5

Cukup jelas
Pasal &

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR .. (g’
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Menimbang: a

Mengingat = |,

e 3 S
TE Y

BEUPATI BOMBANA
PROVINE! SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERA] KABUPATEN BOMBANA

NOMOR | TAHUN 2021
TENTANG
BIAYA TRANSPORTAS] JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang

Nomor & Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haj
dan  Umrah, diperlukan upaya untuk menjamin  agar
penyelenggaraan badah hap dapat dilaksanakan;
bahwa uniuk melaksanakan ibadeh haj schagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 23 Feraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyclenpgarzaan Ibadab Hajs;
peningkatan  pelayanan  bagr  Jemazih
Bombana  perlu dilakukan  agar
pelaksanaan ibadah haji berjalan secara aman, tertth dan

balwa upaya Haj

Kabupaten LeTis
lancar serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi
dan akuntabilitas;

babwa berdasarkan pertinbang:ut sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huraf b dap hurul ¢ perlu menetspkan
Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar
ndonesia Tahun M5

Negara Republik

Nomor 22  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara <& Provinsi Sulawesi Tenggara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2003 Nomor

Undang-Undang

144, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomm/

/1/



1

43349,

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008  lenlang
Penyelenggaraan lbadah Haj (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
MNepara Hepubhk indonesia Nomor 484a);

4. Undang Undang Nomor 34 Talum 2009 tentang Penetapan
Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tabun 2008 rtemtang Penyelenggaraan Ibadah Haj
Menjad: Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Noemeor 5061);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembeniukan  Perawuran  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234) scbagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Normor 15 Tahun 2019 tenlang Perubahun atas Undang
Undang Nomor 12 Tshun 2011 twentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembarsen
Negara Republik Indonesia Nomor 6344,

6, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Leéembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 55387) sebagaimana telah diubal
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tuhun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia. Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

7. Undang-Undang  Nomor §  Tabun 2019 lentang
Penyelenggaraan [badah Haj dan Umrah {Lembaran Negara
Repubdik  Indenesia Tahun 2019 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

8 Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Noutmor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan |badah Hajy, Z
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